WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang :

Mengingat

SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Denpasar;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3465 ),

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5496);

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



Menetapkan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

cal o

o

Kota adalah Kota Denpasar.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
Walikota adalah Walikota Kota Denpasar.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Denpasar.

Dinas Daerah adalah Dinas-dinas Daerah Kota
Denpasar.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat
Satpol PP adalah sebutan Dinas Daerah yang
menyelenggarakan Sub Urusan Ketentraman dan
Ketertiban Umum.

Kepala Dinas adalah Kepala - Kepala Dinas Daerah
Kota Denpasar yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya
disingkat Kasat Pol PP adalah Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja yang berada dibawah dan bertanggung
Jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Sekretaris Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja adalah
nama jabatan pimpinan Sekretariat dilingkungan Dinas
Daerah/Satpol PP yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Kasat Pol PP.

10. Kepala Bidang adalah nama jabatan pimpinan Bidang

dilingkungan Dinas Daerah /Satpol PP yang berada
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11.

479

13.

14.

15.

16.

1%,

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas/Kasat Pol PP.

Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan Sub
Bagian pada  Sekretariat dilingkungan  Dinas
Daerah/Satpol PP yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris melalui
Sekretaris.

Kepala Seksi adalah nama jabatan pimpinan Seksi pada
Bidang dilingkungan Dinas Daerah/ Satpol PP yang
berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala
Bidang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

Kepala UPTD adalah nama jabatan pimpinan UPTD
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Sub Bagian UPTD adalah nama jabatan
pimpinan Sub Bagian pada UPTD yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dalam rangka
menunjang kelancaran pelaksanaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Jabatan = Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan
hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian
dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan.

BAB 11

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Kota.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagai
berikut :
a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri
dari:
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat;
a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
b) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik
Daerah; dan
¢) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal;
a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter.



4)

6)

7)

8)
9)

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;

b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;

b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter.

Bidang Pembinaan Ketenagaan;

a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal,

b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Dasar; dan

c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Pemuda dan Olahraga;

a) Seksi Pemuda;

b) Seksi Olahraga; dan

c) Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana.

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.

. Dinas Kesehatan terdiri dari:

1)
2)

3)

4)

9)

6)

Kepala Dinas;

Sekretariat;

a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;

b) Sub Bagian Keuangan; dan

¢) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Kesehatan Masyarakat;

a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
dan

c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja
dan Olahraga.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;

b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular; dan

¢) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan;

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

c) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Bidang Sumber Daya Kesehatan;

a) Seksi Kefarmasian;

b) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga; dan



c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri
dari:
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat;
a) Sub Bagian Keuangan,;
b) Sub Bagian Umum dan Informasi Publik; dan
c) Sub Bagian Kepegawaian.
3) Bidang Bina Marga;
a) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
c) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
4) Bidang Sumber Daya Air;
a) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
b) Seksi Pelaksanaan; dan
c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
S) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Permukiman;
a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
b) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum; dan
c) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
6) Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program;
a) Seksi Bina Program:;
b) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; dan
c) Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa
Konstruksi.
7) Bidang Penataan Ruang;
a) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
b) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang.
8) Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman;
a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
b) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
dan
c) Seksi Penataan Bangunan.
9) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan terdiri dari:
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat;
a) Sub Bagian Perencanaan;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
¢) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



3) Bidang Perumahan;
a) Seksi Pendataan dan Perencanaan
Perumahan;
b) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan
Perumahan; dan
c) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.
4) Bidang Kawasan Permukiman;
aJ Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan
Permukiman;
b) Seksi Pencegahan, Peningkatan Kualitas
Perumahan dan Permukiman Kumuh ; dan
c) Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah.
5) Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
a) Seksi Pendataan dan Perencanaan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum;
b) Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame;
dan
c) Seksi Pelaksanaan dan Evaluasi Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum.
6) Bidang Pertamanan;
a) Seksi Operasional Pemeliharaan Taman;
b) Seksi Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman;
dan
c) Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi
Pertamanan.
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri
dari:
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat;
a) Sub Bagian Perencanaan;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
a) Seksi Identitas Penduduk;
b) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
c) Seksi Pendataan Penduduk.
4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
a) Seksi Kelahiran;
b) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
c) Seksi Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan dan Kematian.
S) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan;
a) Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan;
b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
c) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia
Teknologi Informasi dan Komunikasi.



6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan;
a) Seksi Kerjasama;
b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan; dan
c) Seksi Inovasi Pelayanan.
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Dinas Perhubungan terdiri dari:
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat;
a) Sub Bagian Umum;
b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
¢) Sub Bagian Keuangan.
3) Bidang Bina Program,;
a) Seksi Perencanaan;
b) Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
c) Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan.
4) Bidang Lalu Lintas;
a) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
b) Seksi Sarana dan Prasarana Perlengkapan
Jalan; dan
c) Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
5) Bidang Angkutan;
a) Seksi Angkutan Orang;
b) Seksi Angkutan Barang; dan
c) Seksi Angkutan Multimoda.
6) Bidang Pengendalian dan Operasional;
a) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
Keselamatan;
b) Seksi Penegakan Hukum; dan
c) Seksi Patroli dan Inspeksi Keselamatan.
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri
dari:
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat;
a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
a) Seksi Pengelolaan Komunikasi Informasi
Publik;
b) Seksi Layanan Komunikasi Informasi Publik;
dan
c) Seksi Kemitraan dan Media Komunikasi
Informasi Publik.



4) Bidang E-Government;

a) Seksi Layanan Infrastruktur dan Teknologi;
b) Seksi Penyebaran Sistem Komunikasi; dan
c) Seksi Tata Kelola E-Government.

S) Bidang Pengelolaan Smart City;

a) Seksi Pengelolaan Ekosistem Smart City;

b) Seksi Pengelolaan Data dan Interoperbilitas;
dan

c) Seksi Pengembangan Aplikasi.

6) Bidang Statistik dan Persandian;

a) Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral;
b) Seksi Analisa Data Statistik; dan
¢} Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;

8)

Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Dinas Sosial terdiri dari:

1)
2)

3)

4)

S)

7)
8)

Kepala Dinas;

Sekretariat;

a) Sub Bagian Keuangan;

b) Sub Bagian Umum; dan

c) Sub Bagian Kepegawaian.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;

b) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial; dan

c) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan

Fakir Miskin;

a) Seksi Penanganan Fakir Miskin;

b) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan,
Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; dan

c) Seksi Karang Taruna, Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial;

a) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut
Usia;

b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas; dan

¢) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang.

Bidang Bina Program,;

a) Seksi Perencanaan;

b) Seksi Data dan Informasi; dan

c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
terdiri dari :
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat;
a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Pembinaan dan Pelatihan;
a) Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi;
b) Seksi Perizinan dan Kelembagaan; dan
c) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
4) Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
a) Seksi Pelayanan Antar Kerja;
b) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan;
dan
c) Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja.
5) Bidang Hubungan Industrial;
a) Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan;
b) Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan; dan
c) Seksi Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan.
6) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pertanian terdiri dari :
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat;
a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
a) Seksi Tanaman Pangan;
b) Seksi Hortikultura; dan
c¢) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman.
4) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
a) Seksi Penyuluhan;
b) Seksi Pengolahan Lahan dan Air; dan
c) Seksi Prasarana, Sarana dan Penerapan
Teknologi.
S) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
a) Seksi Peternakan;
b) Seksi Kesehatan Hewan; dan
c) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6) Bidang Bina Usaha dan Pengolahan;
a) Seksi Pasca Panen;
b) Seksi Pengolahan Hasil; dan
c) Seksi Bina Usaha dan Kemitraan;
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8) Kelompok Jabatan Fungsional.
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k. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri
dari:

1)
2)

4)

£
8.

Kepala Dinas;

Sekretariat;

a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;

b) Sub Bagian Keuangan; dan

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;

a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Kelembagaan Nelayan;

b) Seksi Akses IPTEK dan Informasi Nelayan; dan

c) Seksi Kemitraan Usaha Nelayan.

Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan;

a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Kelembagaan Pembudidayaan Ikan;

b) Seksi Akses IPTEK dan Informasi
Pembudidayaan Ikan; dan

c) Seksi Kemitraan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;

a) Seksi Perbenihan dan Pembesaran;

b) Seksi Sarana Prasarana Pembudidayaan lkan;
dan

c) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

. Bidang Pangan;

a) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
b) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
c) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kebudayaan terdiri dari :

1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat;

a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Kesenian;

a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
b) Seksi Pementasan dan Promosi; dan
c) Seksi Perlindungan dan Pelestarian.

4) Bidang Cagar Budaya;

a) Seksi Pembinaan dan Pelestarian;
b) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan; dan
c) Seksi Sastra dan Sejarah.

5) Bidang Kebudayaan;

a) Seksi Pengelolaan Kebudayaan;
b) Seksi Pelestarian Tradisi Masyarakat; dan
c) Seksi Pembinaan Lembaga Adat.
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6) Bidang Dokumentasi, Perfilman dan
Permuseuman;
a) Seksi Data dan Informasi;
b) Seksi Dokumentasi dan Perfilman; dan
c) Seksi Permuseuman.
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Dinas Pariwisata terdiri dari:
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat;
a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
a) Seksi Daya Tarik Wisata;
b) Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata; dan
c) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata.
4) Bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
a) Seksi Akomodasi Pariwisata;
b) Seksi Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
dan
c) Seksi Rekreasi dan Usaha Pariwisata.
5) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
a) Seksi Promosi Pariwisata;
b) Seksi Data dan Informasi Pariwisata; dan
c) Seksi Analisa Pasar.
6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif;
a) Seksi Pembinaan Pariwisata;
b) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan
Usaha Pariwisata; dan
c) Seksi Penelitian dan Pengembangan
Pariwisata.
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

1) Kepala Dinas;

2) Sekretariat;
a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
¢) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Industri Kerajinan, Aneka dan Sandang;
a) Seksi Industri Kerajinan;
b) Seksi Industri Aneka; dan
c) Seksi Industri Sandang.
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4) Bidang Industri Logam Mesin Elektronika
Telematika dan Agro;
a) Seksi Industri Logam dan Mesin;
b) Seksi Industri Elektronika dan Telematika;
dan
c) Seksi Industri Agro.
S5) Bidang Perdagangan;
a) Seksi Perdagangan Perizinan dan Pendaftaran
Perusahaan;
b) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan; dan
c) Seksi Pengembangan Ekspor dan Promosi.
6) Bidang Metrologi dan Tertib Niaga;
a) Seksi Metrologi dan Standarisasi;
b) Seksi Tertib Niaga dan Kemitraan; dan
c) Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting.
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
terdiri dari:
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat;
a) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Bina Lembaga Koperasi;
a) Seksi Penyuluhan Koperasi;
b) Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi;
dan
c) Seksi Data dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Koperasi.
4) Bidang Bina Usaha Koperasi;
a) Seksi Restrukturisasi dan Pengembangan
Usaha;
b) Seksi Pemodalan dan Pembiayaan Koperasi;
dan
c) Seksi Produksi dan Pemasaran.
S) Bidang Pengawasan;
a) Seksi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
Usaha Simpan Pinjam;
b) Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi; dan
c) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan.
6) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
a) Seksi Pemberdayaan, Pembiayaan dan
Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menegah;
b) Seksi Data dan Pengembangan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah; dan
c) Seksi Kemitraan dan Pemasaran Usaha Mikro
Kecil dan Menengah.
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7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri
dari:

1) Kepala Dinas;

2) Sekretariat;

a) Sub Bagian Perencanaan,;

b) Sub Bagian Keuangan; dan

¢) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Tata Lingkungan,;

a) Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis;

b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan

c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

4) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

a) Seksi Pengurangan Sampabh;

b) Seksi Penanganan Sampah; dan

c) Seksi Limbah B3.

S5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup;

a) Seksi Pemantauan Lingkungan;

b) Seksi Pencemaran Lingkungan; dan

c) Seksi Kerusakan Lingkungan.

6) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup;

a) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Lingkungan;

b) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan

c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup.

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa terdiri dari:
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat;
a) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan
Keuangan; dan
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Penataan Desa;
a) Seksi Penataan Pemerintahan Desa;
b) Seksi Kelembagaan Desa; dan
c) Seksi Pengembangan Desa.
4) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
a) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa;
b) Seksi Pembinaan Keuangan Desa; dan
c) Seksi Kerjasama Desa.
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S)

6)
7)

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Desa;

a) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

b) Seksi Pengembangan Partisipasi dan
Keswadayaan Masyarakat; dan

c) Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa.

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.

. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan terdiri dari :

1)
2)

4)

d)

6)

7)

8)
9)

Kepala Dinas;

Sekretariat;

a) Sub Bagian Umum;

b) Sub Bagian Kepegawaian; dan

c) Sub Bagian Keuangan.

Bidang Bina Program;

a) Seksi Perencanaan;

b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan

c) Seksi Data, Teknologi dan Informasi.

Bidang Pembinaan, Pengembangan dan

Pengawasan Sistem Kearsipan;

a) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;

b) Seksi Pengembangan Sistem dan Dokumentasi
Kearsipan; dan

c) Seksi Layanan Kearsipan.

Bidang Pengelolaan, Penyelamatan, dan

Pelestarian Arsip;

a) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip;

b) Seksi Preservasi Arsip; dan

c) Seksi Akuisisi dan Penelusuran Arsip.

Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan;

a) Seksi Layanan dan Pembinaan Perpustakaan;

b) Seksi Pelestarian Bahan Pustaka; dan

c) Seksi Publikasi, Sosialisasi dan
Pengembangan Minat Baca.

Bidang Deposit dan Pengembangan

Perpustakaan;

a) Seksi Deposit;

b) Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan
Pustaka; dan

c) Seksi Penelusuran dan Penyelamatan Pustaka
Langka.

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.
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s. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

1)
2)

3)

4)

8)
9)

Kepala Dinas;

Sekretariat;

a) Sub Bagian Perencanaan;

b) Sub Bagian Tata Usaha; dan

c) Sub Bagian Keuangan dan Sarana.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas

Keluarga, Data dan Informasi;

a) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan Bidang
Ekonomi;

b) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial,
Politik dan Hukum; dan

c) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan Bidang
Kualitas Keluarga Data dan Informasi.

Bidang Pemenuhan Hak Anak;

a) Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu
Luang dan Kegiatan Budaya,;

b) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan

c) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan

Perlindungan Khusus Anak;

a) Seksi Perlindungan Perempuan;

b) Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan

c) Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan;

a) Seksi Advokasi dan Penggerakan;

b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan

c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi
Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga;

a) Seksi Jaminan Ber-KB;

b) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan

c) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Penananaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

1)
2)

Kepala Dinas;

Sekretariat;

a) Sub Bagian Program,;

b) Sub Bagian Keuangan; dan
¢) Sub Bagian Umum.
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3)

7)

9)

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan
Promosi Penanaman Modal,
a) Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
b) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
dan
c) Seksi Promosi Penanaman Modal.
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal dan Informasi Penanaman Modal;
a) Seksi Pemantauan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal,
b) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman
Modal; dan
c) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal.
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perijinan A;
a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
A/l
b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
A/Il; dan
c) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
A/IIL
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan B;
a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
B/L;
b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
B/1I; dan
¢ Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
B/IIL.
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan C;
a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
C/I
b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
C/1I; dan
c) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
C/IL.
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan
Layanan;
a) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
b) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
dan
c) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas;

10) Tim Teknis;
11) Kelompok Jabatan Fungsional.
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u. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
terdiri dari :

1)
2)

4)

S)

7)
8)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Sekretariat;

a) Sub Bagian Program;

b) Sub Bagian Keuangan; dan

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah;

a) Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan
Pengawasan;

b) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan
Penindakan; dan

c) Seksi Deteksi Dini dan Evaluasi.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat;

a) Seksi Operasional dan Pengendalian;

b) Seksi Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban
Umum; dan

c) Seksi Penertiban.

Bidang Sumber Daya Aparatur;

a) Seksi Pelatihan Dasar;

b) Seksi Teknis Fungsional; dan

c) Seksi Data dan Pengembangan.

Bidang Perlindungan Masyarakat;

a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;

b) Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan

c) Seksi Pengerahan dan Pengendalian
Perlindungan Masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Daerah dituangkan
dalam Bagan Susunan Organisasi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XXI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota.

BAB III

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN

Pasal 6

(1) Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Tinggi
Pratama.

Sekretaris merupakan Jabatan Eselon lMla atau
Jabatan Administrator.

(2)
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(3)

(1)

Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau
Jabatan Administrator.

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD
Kelas A merupakan Jabatan Eselon [Va atau Jabatan
Pengawas.

Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Sub Bagian pada
UPTD Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVb atau
Jabatan Pengawas.

Pasal 7

Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang
diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan
Kepala Sub Bagian pada UPTD dapat diangkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan
kewenangan oleh Walikota.

BAB 1V
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditempatkan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan
kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan.

(1)

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat
Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib
menerapkan  prinsip  koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mengawasi
bawahannya  masing-masing dan bila  terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
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(5)

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Setiap pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab
memimpin dan  mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan Unit Perangkat Daerah wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala
tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Perangkat
Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut
dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan
masing-masing setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib
mengadakan rapat berkala.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan kegiatan Dinas Daerah disediakan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang Uraian Tugas Jabatan
diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Sebelum Pejabat yang baru ditetapkan berdasarkan

Peraturan Walikota ini, maka Pejabat yang ada sebelumnya
melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Desember 2016

~#~ WALIKOTA DENPASAR, £

/)RAI DHARMAWIJAYA MANTRAf

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERA# KOTA DENPASAR,

§ 7/

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 44
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LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
NOMOR : 44 TAHUN 2016 OLAHRAGA KOTA DENPASAR
TENTANG : KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN KEUANGAN
PERENCANAAN, DATA DAN BARANG MILIK SuB “MMMPQ-M"&—M—-”“ DAN
DAN PELAPORAN DAERAH
BIDANG PEMBINAAN
WHFM.““M@N— M“”” TAN PENDIDIKAN ANAK USIA BIDANG PEMBINAAN mﬂ”““bﬂh-_ﬂ”““" GAH BIDANG PEMBINAAN BIDANG PEMUDA DAN
DINI DAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KETENAGAAN OLAHRAGA
NONFORMAL PERTAMA

[ S — ] MR —

SEKSI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKSI KURIKULUM SEKSI KURIKULUM SEKSI KURIKULUM
— PENDIDIKAN ANAK USIA SEKSI PEMUDA
. DAN PENILAIAN - DAN PENILAIAN DAN PENILAIAN || DINI DAN PENDIDIKAN L]
NONFORMAL
SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI PENDIDIK DAN
[~ DAN SARANA — DAN SARANA — DAN SARANA — TENAGA KEPENDIDIKAN — SEKSI OLAHRAGA
PRASARANA PRASARANA PRASARANA SEKOLAH DASAR

SEKSI PENDIDIK DAN

SEKSI PESERTA DIDIK SEKSI PESERTA DIDIK SEKSI PESERTA DIDIK TENAGA KEPENGIONEAN T ——_
DAN PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN | | DAN PEMBANGUNAN || akmorAR MENENGAR SRR SRR A
= KARAKTER = KARAKTER KARAKTER ]
PERTAMA
UPTD

E}-M KOTA DENPASAR,

r
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



LAMPIRAN 11 : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016 DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
NOMOR : 44 TAHUN 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PERENCANAAN, DATA SUB BAGIAN KEUANGAN |uB mmwnﬁﬂﬂﬂ_dh DAN
DAN PELAPORAN
:E.wﬂwmhunwnqﬁ BIDANG KESEHATAN umﬂn:mﬂmwmmwon:: EE. BIDANG BINA PELAYANAN BIDANG SUMBER DAYA
MASYARAKAT KESEHATAN KESEHATAN
PENYAKIT
SEKSI KESEHATAN SEKSI SURVEILANS SEKSI PELAYANAN
| KELUARGA DAN GIzI |  DAN IMUNISASI | | KESEHATAN PRIMER il SEKBI KEPARMASIAN
SEKSI PROMOSI DAN SEKSI PENCEGAHAN BERECHELAYAN AN SEKSI ALAT KESEHATAN DAN
—  PEMBERDAYAAN —| DAN PENGENDALIAN = KRR CTATAN RUTUIAN — PERBEKALAN KESEHATAN
MASYARAKAT PENYAKIT MENULAR RUMAH TANGGA
SEKSI PENCEGAHAN
SEKS! KESEHATAN

L  LINGKUNGAN, L_| DAN PENGENDALIAN || BBKSIPELAYANAN L SEKSI SUMBER DAYA
PENYAKIT TIDAK KESEHATAN

KESEHATAN KERJA MANUSIA KESEHATAN
DAN OLAHRAGA MENULAR DAN TRADISIONAL

rxng:k;: JIWA

UPTD

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

LAMPIRAN I1I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL 19 DESEMBER 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
NOMOR ;44 TAHUN 2016 PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM DAN SUB BAGIAN
KEUANGAN INFORMASI PUBLIK KEPEGAWAIAN
BIDANG AIR MINUM
xmrwﬂwmh Mn”w._,; BIDANG BINA MARGA BIDANG SUMBER DAYA DAN PENYEHATAN BIDANG JASA KONSTRUKSI DAN BIDANG PENATAAN BIDANG PENATAAN
AIR LINGKUNGAN BINA PROGRAM RUANG BANGUNAN DAN
PERMUKIMAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN
SEKSI PERENCANAAN SEKSI
- TERNIR DAN — SEKSI PERENCANAAN — PERENCANAAN T — — SEKSI PERENCANAAN — SEKSI PERENCANAAN
oo SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG DAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
SEKS] SEKSI
| SERE PEMBANGUNAN L] -{ PENGEMBANGAN I SEKSI PENGATURAN JASA —— SEKSI PELAKBANAAN — PENGEMBANGAN
JALAN DAN SEKSI PELAKSANAAN SISTEM
KONSTRUKSI PENATAAN RUANG KAWASAN
JEMBATAN PENYEDIAAN AIR PERNORISES
MINUM
SEKSI SEKSI PENGAWASAN
b mmxw“m”ﬂﬂﬂ<>m_ — SEKSI OPERASI DAN ‘—  PENYEHATAN — mmxwwwwﬂwﬁnd >z:m>. Dan '— DAN PENGENDALIAN — SEKSI PENATAAN
SEMEATAR PEMELIHARAAN LINGKUNGAN KNSR PEMANFAATAN BANGUNAN
PERMUKIMAN RUANG

UPTD

u>r_xqﬂ> DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA




LAMPIRAN IV ¢ PERATURAN WALIKOTA DENPASAR BAGAN SUSUMAN ORGANISASI

TANGGAL : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR : 44 TAHUN 2016 DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR
TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM DAN
PERENCANAAN SUBBAGIAN. KEUANGAN KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN BIDANG PRASARNA,
FUNGSIONAL BIDANG PERUMAHAN BIDANG HAWASAN SARANA DAN UTILITAS BIDANG PERTAMANAN
PERMUKIMAN
UMUM
SEKSI PENDATAAN SEKSI PENDATAAN
— Mm".wwwwﬂﬂwwss — DAN PERENCANAAN |— DAN PERENCANAAN | SEKSI OPERASIONAL
Pt KAWASAN PRASARANA, SARANA PEMELIHARAAN TAMAN
PERMUKIMAN DAN UTILITAS UMUM
SEKSI PENCEGAHAN
SEKSI PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN SEKSI PENATAAN
L DAN PEMBIAYAAN - KUALITAS || DEKORASI KOTA DAN LA vmm:ﬂmﬂwﬂnﬁ.nn Sy
PERUMAHAN PERUMAHAN DAN REKLAME
PRERMUKIMAN KUMUH
SEKSI PEMANTAUAN SEKSI PENGATURAN i ool SEKSI PENDATAAN,
L paNEvaruasi L DAN PENATAAN o i e L1 PERENCANAAN DAN
PERUMAHAN TANAH o — EVALUASI PERTAMANAN

UPTD

i>-%0ﬁ> DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA




LAMPIRAN V
TANGGAL
NOMOR
TENTANG

: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

: 19 DESEMBER 2016
: 44 TAHUN 2016

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]
DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM
PERENCANAAN SUB BAGIAN mﬁ&bﬁﬁ}“\‘ DAN KEPEGAW,
KELOMPOK JABATAN BIDANG PELAYANAN BIDANG PELAYANAN —zwﬂuh“mﬂnbﬂﬂﬂmﬁsm BIDANG PEMANFAATAN DATA
FUNGSIONAL PENDAFTARAN PENDUDUK PENCATATAN SIPIL DAN INOVASI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN
SEKSI SISTEM INFORMASI
— Hﬂ—“ﬂ:—“ﬂ“ﬂ“ a8 F— SEKSI KELAHIRAN e ADMINISTRASI SEKSI KERJASAMA
KEPENDUDUKAN

SEKSI PINDAH DATANG
PENDUDUK

SEKSI PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN

SEKSI PENDATAAN
e PENDUDUK

SEKSI PERUBAHAN
STATUS ANAK,
PEWARGANEGARAAN DAN
KEMATIAN

SEKSI PENGOLAHAN DAN
PENYAJIAN DATA

SEKSI PEMANFAATAN DATA
DAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN

SEKSI TATA KELOLA DAN

SUMBER DAYA MANUSIA
L—{ TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

SEKSI INOVASI PELAYANAN

UPTD

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



BAGAN SUSUNMAN ORGANISASI

UPTD

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL 19 DESEMBER 2016 DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR
NOMOR : 44 TAHUN 2016
TENTANG . KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN
BIDANG PENGENDALIAN DAN
FUNGSIONAL BIDANG BINA PROGRAM BIDANG LALU LINTAS BIDANG ANGKUTAN O ERASIOHAL
SEKSI MANAJAEMEN SEKSI ANGKUTAN SEKSI BIMBINGAN DAN
[Fy| PESLEERENCANAAN ] LALU LINTAS I ORANG || PENYULUHAN KESELAMATAN
SEKSI SARANA DAN
SEKSI PENELITIAN PRASARANA SEKSI ANGKUTAN
|| DAN PENGEMBANGAN | PERLENGKAPAN 1 BARANG | BEKSLPENEQRICA HUKUM
JALAN
L] nﬂub_mw»wwwwr __| SEKSI REKAYASA | | SEKSI ANGKUTAN n SEKSI PATROLI DAN
i stonAN LALU LINTAS MULTIMODA ISNPEKSI KESELAMATAN

IKOTA DENPASAR,

WIJAYA MANTRA



LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR BAGAN SUSUMAN ORGANISASI

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
NOMOR ¢ 44 TAHUN 2016 STATISTIK KOTA DENPASAR
TENTANG ¢ KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI. TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN SUB BAGIAN KEUANGAN BB ki
PELAPORAN
AT
:hrwnn_ww.ﬂunr AN BIDANG KOMUNIKASI DAN BIDANG BIDANG PENGELOLAAN BIDANG STATISTIK DAN
INFORMASI PUBLIK E-GOVERNMENT SMART CITY PERSANDIAN
SEKSI PENGELOLAAN SEKSI LAYANAN SEKSI PENGELOLAAN
KOMUNIKASI INFRASTRUKTUR DAN EKOSISTEM SMART Mwn..w._m.ww_wwmww:o?rg
INFORMASI PUBLIK TEKNOLOGI cIry
RS S CANAN SEKSI PENYEBARAN SEHAL FENGELOLAAN SEKSI ANALISA DAN
[ HOMUNIKASLDAN | SISTEM KOMUNIKASI ] DATA DAN I STATISTIK
INFORMASI PUBLIK INTEROPERABILITAS
SEKSI KEMITRAAN p—
L DAN MEDIA L —|SEKSI TATA KELOLAE = . L SEKSI KEAMANAN
KOMUNIKASI GOVERNMENT gy INFORMASI DAN PERSANDIAN
INFORMASI PUBLIK B
uPTD

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHA WIJAYA MANTRA



LAMPIRAN VIIT ¢ PERATURAN WALIKOTA DENPASAR BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]
TANGGAL ¢ 19 DESEMBER 2016 DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR
NOMOR ¢ 44 TAHUN 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
KEPALA DINAS g
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEUANGAN SUB BAGIAN UMUN KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL 'AAN SOS!
BIDANG PERLINDUNGAN BIDANG PEMBERDAY TAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL BIDANG BINA PROGRAM

DAN JAMINAN SOSIAL

DAN FAKIR MISKIN

SEKSI PERLINDUNGAN
SOSIAL KORBAN
BENCANA

o )

J SEKSI PENANGANAN FAKIR
| MISKIN

—

SEKSI PENGELOLAAN
SUMBER DANA SOSIAL

_
|l_ SEKSI PEMBERDAYAAN

| SOSIAL PERORANGAN,
_ KELUARGA DAN
KELEMBAGAAN MASYARAKAT

L ]

SEKSI JAMINAN
SOSIAL KELUARGA

L__| SEKSI KARANG .—.bﬂd!?‘.ﬁ
KEPAHLAWANAN,

| KEPERINTISANDAN
_ KESETIAKAWANAN SOSIAL

L

]

ﬁ;fL

R

—

| SEKSI REHABILITASI SOSIAL
ANAK DAN LANJUT USIA

SEKSI PERENCANAAN

SEKSI REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

SEKSI DATA DAN INFORMASI

—

—— SEKSI REHABILITASI SOSIAL
TUNA SOSIAL DAN KORBAN
PERDAGANGAN ORANG

SEKSI EVALUASI DAN
PELAPORAN

~( UPTD

<_~>~:ma 'TA DENPASAR,

.\
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI
NOMOR : 44 TAHUN 2016 KOMPETENSI KOTA DENPASAR
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS DAERAH KOTA DENFASAR

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN UMUM DAN
DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
NHEW““ M”— M“.M”.n; BIDANG PEMBINAAN DAN BIDANG PENEMPATAN BIDANG HUBUNGAN
PELATIHAN TENAGA KERJA INDUSTRIAL
SEKSI PE) AAN I
.l agﬂuﬂﬂﬂuﬂ AN | | SEKSI PELAYANAN || SEKSI SYARAT KERJA
SERTIFIKASI ANTAR KERJA DAN KELEMBAGAAN
| __| SEKSI PERIZINAN DAN 1l ““M-D.Mﬂuﬂhﬁhﬂw“n | | SEKSI PENGUPAHAN
KELEMBAGAAN —, PERIZINAN DAN KESEJAHTERAAN
SEKSI SEKSI PENGOLAHAN SEKSI PENCEGAHAN
L PRODUKTIVITAS || INFORMASI PASAR | | DAN PENYELESAIAN
TENAGA KERJA KERJA PERSELISIHAN

UPTD

WALIKOTA DENPASAR,

<
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LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

TANGGAL ¢ 19 DESEMBER 2016 DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 44 TAHUN 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KEFJA

DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
[ It
Ocnwn w_q>_ D_ ~=>! SUB BAGIAN SUBAG UMUM DAN
FEREN DAt KEUANGAN KEPEGAWAIAN
DAN PELAPORAN
KELOMPOK JABATAN BIDANG TANAMAN BIDANG PRASARANA, BIDANG PETERNAKAN & BIDANG BINA USAHA DAN
FUNGSIONAL PANGAN DAN SARANA DAN KESEHATAN HEWAN PENGO! AN
HORTIKULTURA PENYULUHAN
=

SEKSI TANAMAN

SEKSI PENYULUHAN

PANGAN
SEKSI | __| SEKSI PENGOLAHAN
HORTIKULTURA LAHAN DAN AIR

SEKSI PERBENIHAAN
DAN PERLINDUNGAN
TANAMAN

SEKSI PRASARANA,
SARANA DAN
PENERAPAN
TEKNOLOGI

SEKSI PERTERNAKAN

SEKSI PASCA PANEN

SEKSI KESEHATAN HEWAN

SEKSI PENGOLAHAN HASIL

UPTD

SEKSI KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER

SEKSI BINA USAHA DAN
KEMITRAAN

LIKOTA DENPASAR,

-
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LAMPIRAN XI  PERATURAN WALIKOTA DENPASAR BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]

TANGGAL ¢ 19 DESEMBER 2016 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR : 44 TAHUN 2016 KOTA DENPASAR
TENTANG  KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS IIV

SEKRETARIAT
|
[ |
SUB BAGIAN
PERENCANAAN, SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM
DATA DAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
PELAPORAN
[ I [ J
KELOMPOK JABATAN BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG PENGELOLAAN S BRRGAR
FUNGSIONAL NELAYAN KECIL PEMBUDIDAYAAN IKAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
1
| ﬁl!L e = ] e
SEKSI PENGEMBANGAN _ SEKSI PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA SUMBER DAYA MANUSIA SEKSI PERBENIHAN DAN SEKSI KETERSEDIAAN DAN
|| DAN KELEMBAGAAN DAN KELEMBAGAAN - PEMBESARAN KERAWANAN PANGAN
NELAYAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
SEKSI AKSES IPTEK DAN | | | SEKSI AKSES IPTEK DAN BEKEI BARANA SEKSI DISTRIBUSI DAN
INFORMASI NELAYAN INFORRAR] PRASARANA CADANGAN PANGAN
L PEMBUDIDAYAAN IKAN PEMBUDIDAYAAN IKAN | ||
- !I“
SEKSI KEMITRAAN USAHA ﬁ SEKSI KEMITRAAN USANA SEKSI KESEHATAN IKAN SEKSI KONSUMSI DAN
NELAYAN PEMBUDIDAYAAN IKAN l.* DAN LINGKUNGAN L | HEAMANAN PANGAN
UPTD

WALIKOTA DENPASAR,

.
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

LAMPIRAN XI1 : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016 DINAS KEBUDAYAAN
NOMOR : 44 TAHUN 2016 KOTA DENPASAR
TENTANG ¢ KEDUDUKAN, SUSUNAN OKGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PERENCANAAN, SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM
DATA DAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
PELAPORAN
BA BIDANG DOKUMENTASI,
NH—\M“—MMMM M—- PF.HPI BIDANG KESENIAN BIDANG CAGAR BUDAYA BIDANG KEBUDAYAAN PERFILMAN DAN
PERMUSEUMAN

SEKSI PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN

SEKSI PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN

SEKSI PEMENTASAN DAN
PROMOSI

SEKSI PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN

SEKSI PERLINDUNGAN
— DAN PELESTARIAN —

SEKSI SASTRA DAN

SEKSI PENGELOLAAN
KEBUDAYAAN

1 SEKSI DATA DAN INFORMASI

SEKSI PELESTARIAN
TRADISI MASYARAKAT

SEKSI DOKUMENTASI DAN
PERFILMAN

SEKSI PEMBINAAN
— LEMBAGA ADAT

SEKSI PERMUSEUMAN

UPTD

WALIKOTA DENPASAR,
A}

WIJAYA MANTRA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

LAMPIRAN X111 : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016 DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR
NOMOR : 44 TAHUN 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN, SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM DAN
DATA DAN PELAPORAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
JABAT.
NHFW“”N@J n.vuz AL e BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG PENGEMBANGAN ONPUHPHH”O Uﬂﬂ“ ”M"n—“ﬁgﬂ. A
DESTINASI PARIWISATA INDUSTRI PARIWISATA PEMASARAN PARIWISATA DAN EXONOMI KREATIF
SEKSI DAYA TARIK SEKSI AKOMODASI SEKSI PROMOSI SEKSI PEMBINAAN
— WISATA — PARIWISATA . PARIWISATA — PARIWISATA

SEKSI PENGEMBANGAN

SEKSI PENGELOLAAN SEKSI USAHA JASA
BEMKEEDATA'DAN || EKONOMI KREATIF DAN

|| KAWASAN STRATEGIS MAKANAN DAN
PARIWISATA MINUMAN INFORMARUSARIWIRATA USAHA PARIWISATA
SEKSI PENGELOLAAN SEKSI PENELITIAN DAN
DESTINASI m%ﬁmm”%ﬂ»wwu SEKSI ANALISA PASAR PENGEMBANGAN
i PARIWISATA i e T PARIWISATA
UPTD

WARIKOTA DENPASAR,

RAI DH. [AWILJAYA MANTRA




LAMPIRAN XIV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR © 44 TAHUN 2016 KOTA DENPASAR
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA DENPASAR
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
..nnnﬂc%»w% ik SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM
.
e KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG INDUSTRI
KELOMPOK JABATAN BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN
FUNGSIONAL KERAJINAN ANEKA DAN ELEKTRONIKA BIDANG PERDAGANGAN uhw.ouawm:.w“whwoo»e
SANDANG TELEMATIKA DAN
AGRO
SEKSI PERDAGANGAN
| SEKSI INDUSTRI —  SEKSI INDUSTRI | PERIZINAN DAN || SRHST o
KERAJINAN LOGAM DAN MESIN PENDAFTARAN
PERUSAHAAN STANDARIBARY
SEKSI INDUSTRI SEKSI SARANA SEKSI TERTIB
(5 mnxmn.“umwuaﬂ || ELEKTRONIKA DAN . DISTRIBUSI L NIAGA DAN
TELEMATIKA PERDAGANGAN KEMITRAAN
SEKSI STABILISASI
ko HARGA BARANG
L—{  SEKSI INDUSTRI L SEKSIINDUSTRI L PENGEMBANGAN e
SANDANG AGRO EKSPOR DAN
o POKOK DAN
BARANG PENTING

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA




LAMPIRAN XV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

TANGGAL ¢ 19 DESEMBER 2016 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
NOMOR : 44 TAHUN 2016 MENENGAH KOTA DENPASAR
TENTANG ¢ KEDUDUKAN, SUSUNAN OKRGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
[ I B
SUB BAGIAN PERENCANAAN, SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM DAN
DATA DAN PELAPORAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
K JABAT.
xnrwﬂwwmnonnr A BIDANG BINA LEMBAGA BIDANG BINA USAHA S BIDANG USAHA MIKRO
KOPERASI KOPERASI 5N KECIL DAN MENENGAH
-
SEKSI
SEKSI PEMERIKSAAN PEMBERDAYAAN,
SEKSI PENYULUHAN wwwmh ”ﬂﬁﬂ”ﬂﬂ%ﬂm_ DAN PENILAIAN PEMBIAYAAN DAN
KOPERASI i KESEHATAN USAHA PERLINDUNGAN
— s — SIMPAN PINJAM USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH
SEKSI DATA DAN
smsomsntot | | | e emacasaess oo | | | s
L. et || PEMBIAYAAN KOPERASI e i || USAHA MIKRO KECIL
J DAN MENENGAH
Vs
SEKSI DATA DAN SEKSI KEMITRAAN
PENGEMBANGAN SEKSI PRODUKSI DAN SEKSI PEMERIKSAAN DAN PEMASARAN
L sumBER DAYA PEMASARAN L] KELEMBAGAAN || USAHA MIKRO KECIL
MANUSIA KOPERASI * DAN MENENGAH
- |

UPTD
WALIKOTA DENPASAR,
N\
.
RAI DHA WIJAYA MANTRA



LAMPIRAN XV1 ¢ PERATURAN WALIKOTA DENPASAR BAGAN SUSUNAN ORGANISAST

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
NOMOR : 44 TAHUN 2016 KEBERSIHAN KOTA DENPASAR
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM DAN
e SUB BAGIAN KEUANGAN skl
HELOMPOIK JABATAN BIDANG PENGENDALIAN
FUNGSIONAL
BIDANG TATA BIDANG PENGELOLAAN PENCEMARAN DAN .hﬁnumﬂ.w”%.mﬁsg.ﬁag
LINGKUNGAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 KERUSAKAN o
LINGKUNGAN HIDUP
] | = ]
SEKSI INVENTARISASI
RENCANA

PERLINDUNGAN DAN
—|  PENGELOLAAN I— SEKSI PENGURANGAN | SEKSI PEMANTAUAN - MMMMMMMHEE rhomcamdy

LINGKUNGAN HIDUP SAMPAH LINGKUNGAN

i e LINGKUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS
—|  SEKSI KAJIAN || SEKSI PENANGANAN |—| SEKSI PENCEMARAN | SEKSI PENEGAKAN HUKUM
DAMPAK LINGKUNGAN SAMPAH LINGKUNGAN LINGKUNGAN
SEKSI PENINGKATAN

|| SEKSI PEMELIHARAAN L L SEKSI KERUSAKAN L

LINGKUNGAN HIDUP BEHELLINRAHIBS LINGKUNGAN B >m=>%._u.”_=mo===o§

UPTD

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



LAMPIRAN XVII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NOMOR ¢ 44 TAHUN 2016 DAN DESA KOTA DENPASAR
TENTANG ¢ KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN, SUB BAGIAN UMUM DAN
PELAPORAN DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL BIDANG PEMBERDAYAAN
BIDANG PENATAAN DESA BIDANG ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DESA

SEKSI PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
DESA

SEKSI PENATAAAN
PEMERINTAHAN DESA

SEKSI PENGEMBANGAN
PARTISIPASI DAN
KESWADAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI KELEMBAGAAN
DEsA

SEKSI PEMBINAAN

1
KEUANGAN DESA

_

SEKSI
PENGEMBANGAN DESA

SEKSI KERJASAMA
DESA

SEKSI PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI DESA

KOTA DENPASAR,

WIJAYA MANTRA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

LAMPIRAN XVIII . PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL ;19 DESEMBER 2016 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
NOMOR ;44 TAHUN 2016 KEARSIPAN KOTA DENPASAR
TENTANG ¢ KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA DENFASAR
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN
HLOEC SATATEY BIDANG PEMBINAAN
FUNGSIONAL ’ LAAN
BIDANG BINA PENGEMBANGAN DAN uﬁnﬂﬁbﬂ DAX BIDANG LAYANAN DAN Ewﬂ.ﬂwumw_ﬂw»mg
)
PROGRAM PENGAWASAN SISTEM PELEET ALRIP PEMBINAAN PERPUSTAKAAN SRETEE
KEARSIPAN ARIAN RPUSTAKAAN
o SERST | | SEKSI PEMBINAAN | | SEKSI PENGELOLAAN | | SEKSI LAYANAN DAN -
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN PEMBINAAN SEKSI DEPOSIT
KEARSIPAN ARSIP PERPUSTAKAAN
vw:owﬂww_:n; EMAY
SEKSI EVALUASI plimsareind ze || SEKSI PRESERVASI SEKSI PELESTARIAN PENGEMBANGAN DAN
| DAN PELAPORAN T ARSIP ] BAHAN PUSTAKA || PENGOLAHAN BAHAN
DOKUMENTASI PUBTAKA,
KEARSIPAN
SEKSI PUBLIKASI, RAK
Emhﬂwm%.wawrz SEKSI LAYANAN SEKSI AKUISISI DAN SOSIALISASI, DAN wwhmhnﬂwmﬁa A
e KEARSIPAN PENELUSURAN ARSIP vuzmngubgo; MINAT o iy
UPTD

th (OTA Um2v>bm>mv

T
RAT DHARMAWIJAYA MANTRA



LAMPIRAN XIX : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016 DINAS PEMBERDAYAAN
NOMOR : 44 TAHUN 2016 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
TENTANG ¢ KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ANAK. PENGENDALIAN

DINAS DAERAH KOTA DENPASAR PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
| | ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN KEUANGAN
PERENCANAAN SUB BAGIAN TATA USAHA K
KELOMPOK JABATAN
TORGEIONKD BIDANG KUALITAS HIDUP BIDANG PERLINDUNGAN Sk ki e
PEREMPUAN DAN KUALITAS BIDANG PEMENUHAN HAK HAK PEREMPUAN DAN PENDUBDK HETAHANAN DAN
)
:u..qwﬂm%.mhnw DAN ANAK vnm::u.ﬁqo;bx KHUSUS RN UHAN DA KESEJAHTERAAN
PERGERAKAN KELUARGA
SEKSI LINGKUNGAN
SEKSI PELEMBAGAAN MELUARGADAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER FENCASUHAN
DAN PEMBERDAYAAK ALTERNATIF DAN | | SEXSI PERLINDUNGAN SEKSI ADVOKASI DAN SEKSI JAMINAN BER-
] PEREMPUAN BIDANG i PENDIDIKAN, PEREMPUAN T PERGERAKAN ] KB
RKONOMI PEMANFAATAN WAKTU
LUANG DAN KEGIATAN
BUDAYA
SEKSI PELEMBAGAAN SEKSI PENYULUHAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER SEKSI HAK SIPIL, DAN PENDAYAGUNAAN
DAN PEMBERDAYAAN INFORMASI DAN Bumwmwﬂﬂwwmmgz. PENYULUH LAPANGAN :mnnw“ﬂaﬂnrﬂuhu‘?zﬂ.w
|| PEREMPUAN BIDANG SOSIAL, 7 PARTISIPASI - .= KELUARGA e
POLITIK DAN HUKUM BERENCANA
SEKSI PELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER SEKSI KESEHATAN SEKSI DATA SEKS! PENGENDALIAN SEKSI KETAHANAN
DAN PEMBERDAYAAN KEKERASAN PENDUDUK DAN
DASAR DAN DAN KESEJAHTERAAN
L g PEREMPUAN BIDANG (- KESEJAHTERAAN L PEREMPUAN DAN L] INFORMASI L KELTABGL
KUALITAS KELUARGA DATA ANAK KELUARGA
DAN INFORMASI

UPTD

WALIKOTA DENPASAR,
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LAMPIRAN XX : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

TANGGAL : DINAS PENANAMAN MODAL DAN
NOMOR : TAHUN 2016 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM KEUANGAN UMUM
BIDANG PERENCANAAN, Nﬂﬂww_ﬁnﬁ BIDANG BIDANG BIDANG T ——
PENGEMBANGAN IKLIM st A PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN REBTTKIEAN DA
DAN PROMOSI INROR AR PREAMARCAN PELAYANAN PERIZINAN PELAYANAN PERIZINAN PELAYANAN PERIZINAN PELAPORAN LAYANAS
PENANAMAN MODAL WAL DAN NON PERIZINAN A DAN NON PERIZINAN B DAN NON PERIZINAN C
SEKSI PERENCANAAN mwﬁ.vmﬂﬂ»ﬂwwﬂwz SEKSI PELAYANAN SEKSI PELAYANAN SEKSI PELAYANAN SEKSI PENGADUAN
| | PENANANAMAN L | pmrassamans | | PERIZINAN DAN NON || PERIZINANDANNON | | | PERIZINANDANNON | | | DAN INFORMASI
MODAL PFENANAMAN MODAL PERIZINAN A/1 PERIZINAN B/1 PERIZINAN C/1 LAYANAN
B nmﬂwﬂz GAN SEKSI PEMBINAAN SEKSI PELAYANAN SEKSI PELAYANAN SEKSI PELAYANAN SEKSI KEBIJAKAN
1| i PERARAMIAR —  PELAKANAAN — PERIZINAN DAN NON — PERIZINAN DAN NON | (— PERIZINAN DANNON | |— DAN PENYULUHAN
MODAL PENANAMAN MODAL PERIZINAN A/1I PERIZINAN B/11 PERIZINAN C/I LAYANAN
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